
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 79 TAHUN 2*16

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN 
DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

M enim bang : a. bahw a penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tahan
m em erlukan  p en a taan  organ isasi dan  ta ta  kerja 
yang rasional, proporsional, efisien, efektif, 
ak u n tab e l dan  berkepastian  hukum ;

b. bahw a p en a taan  organisasi dan  ta ta  kerja 
sebagaim ana d im aksud  h u ru f  a  bero rien tasi pada 
terw ujudnya ta ta  organ isasi dan  ta ta  kerja yang 
baik, bersih  dan  bebas dari kolusi, korupsi dan 
nepotism e se rta  m eninggalkan pelayanan  publik 
kepada m asyarakat;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  h u ru f  a  dan  h u ru f  b se rta  sesuai 
k e ten tu an  Pasal 3 P e ra tu ran  D aerah  Provinsi Jaw a  
Tengah Nomor 9 T ahun  2016 Tentang 
P em ben tukan  Dan S u su n a n  Perangkat D aerah 
Provinsi Jaw a  Tengah, m aka perlu  m enetapkan  
P era tu ran  G ubernu r ten tan g  O rganisasi Dan Tata 
Kerja D inas P erindustrian  Dan Perdagangan 
Provinsi Jaw a  Tengah;

M engingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 T ahun 1950 tentang
Pem bentukan Provinsi Jaw a Tengah (Himpunan 
Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 
86-92);

2. Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2011 tentang 
Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 6 Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);

/



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
A paratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2014 tentang 
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tam bahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 T ahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
T ahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2015 Nomor 58 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

5. Peraturan Pem erintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jaw a Tengah Nomor 6 
T ahun 2016 tentang Pem bentukan Peraturan Daerah 
Provinsi Jaw a Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jaw a Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tam bahan 
Lem baran Daerah Provinsi Jaw a  Tengah Nomor 83);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jaw a  Tengah Nomor 9 
T ahun 2016 tentang Pem bentukan dan S usunan  
Perangkat Daerah Provinsi Jaw a Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jaw a Tengah T ahun 2016 Nomor 9, 
Tam bahan Lem baran D aerah Provinsi Jaw a Tengah 
Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PERINDU STRI AN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  G u b ern u r ini yang d im aksud  dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jaw a Tengah.

2. Pem erintahan D aerah adalah penyelenggaraan u ru san  Pem erintahan oleh 
Pem erintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah m enuru t azas 
otonomi dan Tugas Pem bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem  dan prinsip Negara K esatuan Republik Indonesia sebagaim ana 
dim aksud dalam  Undang-Undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.



3. Pem erintah D aerah adalah G ubem ur sebagai u n su r  penyelenggara 
Pem erintahan D aerah yang memimpin pelaksanaan u ru san  Pem erintahan 
yang m enjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. G ubernur adalah G ubem ur Jaw a  Tengah.

5. K abupaten/ Kota adalah kabupaten / kota di Jaw a Tengah.

6. Sekretaris D aerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jaw a  Tengah.

7. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan  Perdagangan Provinsi Jaw a Tengah.

8. Asas Otonom adalah prinsip dasar penyelenggaran pem erintahan daerah 
berdasarkan otonomi daerah.

9. Otonomi D aerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah  otonom un tuk  
m engatur dan  m engurus sendiri u ru san  pem erintahan dan  kepentingan 
m asyarakat setem pat dalam  sistem  Negara K esatuan Republik Indonesia.

10. Tugas Pem bantuan adalah penugasan dari Pem erintah Pusat kepada Daerah 
otonom u n tu k  m elaksanakan sebagian U rusan Pem erintahan yang menjadi 
kewenangan Pem erintah Pusat a tau  dari Pem erintah Daerah provinsi kepada 
Daerah k ab u p aten /k o ta  u n tu k  m elaksanakan sebagian U rusan Pem erintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah un it pelaksana 
tugas teknis u n tu k  m elaksanakan kegiatan teknis operasional d a n /a ta u  
kegiatan teknis penunjang terten tu  pada Dinas.

12. Jab a tan  Fungsional adalah sekelompok jaba tan  yang berisi fungsi dan tugas 
fungsional yang berdasarkan  keahlian dan keteram pilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu 
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas m erupakan u n su r  pelaksana u ru san  pem erintahan bidang 
perindustrian dan  perdagangan yang m enjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jaw ab kepada G ubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua 
Tugas

Pasal 3

Dinas m em punyai tugas m em ban tu  G ub ern u r m elak san ak an  u ru sa n  
pem erin tahan  b idang perindustrian dan perdagangan yang m enjadi 
kew enangan D aerah  dan  Tugas P em ban tuan  yang d itu g ask an  kepada D aerah.



Bagian Ketiga 
Fungsi

Pasal 4

Dalam m elaksanakan tugas sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 3, Dinas
m elaksanakan fungsi:

a. perum usan kebijakan bidang perdagangan dalam  negeri, perdagangan luar 
negeri, s ta n d arisa s i dan  perlindungan  konsum en , in d u stri agro dan  industri 
non agro;

b. pengoordinasian kebijakan bidang perdagangan dalam  negeri, perdagangan 
luar negeri, s ta n d a risa s i dan  perlindungan  konsum en , in d u stri agro dan  
industri non agro;

c. pe laksanaan  keb ijakan  bidang perdagangan dalam  negeri, perdagangan luar 
negeri, s ta n d arisa s i dan  perlindungan  konsum en, industri agro dan  industri 
non agro;

d. pe laksanaan  evaluasi dan  pelaporan  bidang perdagangan dalam  negeri, 
perdagangan luar negeri, s tan d arisasi dan  perlindungan  konsum en , industri 
agro dan  in d u stri non agro;

e. pe laksanaan  dan  pem binaan  adm in istrasi dan  k esek re ta ria tan  kepada 
se lu ruh  u n it kerja  di lingkungan dinas; dan

f. p e laksanaan  fungsi lain  yang d iberikan  oleh G ubernur, sesua i tugas dan  
fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 5
Dinas terdiri a tas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. B idang In d u stri Agro;
d. B idang In d u stri Non Agro;
e. B idang Perdagangan  D alam  Negeri;
f. B idang Perdagangan  L uar Negeri;
g. B idang S tan d arisasi d an  Perlindungan Konsum en;
h. UPT D inas; dan
i. Kelompok J a b a ta n  Fungsional.

Bagian Kedua 
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 5 h u ru f a  m em punyai tugas 
memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaim ana dim aksud dalam  
Pasal 3 dan Pasal 4.

/



Bagian Ketiga 
Sekretariat

Pasal 7

(1) S ek retaria t m eru p ak an  u n s u r  p em ban tu  p im pinan, b e rada  di baw ah dan 
bertanggung  jaw ab  kepada  Kepala Dinas.

(2) S ekretaria t dipim pin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaim ana  d im aksud  pada  Pasal 7 ayat (1) m em punyai tugas 
m elaksanakan penyiapan bahan  koordinasi p e laksanaan  tugas, pem binaan, 
dan  pem berian  d u k u n g an  adm in istrasi kepada se lu ru h  u n it organisasi di 
lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam m elak san ak an  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 8,
S ekretaria t Dinas, m elak san ak an  fungsi:

a. penyiapan b a h an  koordinasi kegiatan  di lingkungan Dinas;

b. penyiapan b a h an  koordinasi d an  p e n y u su n an  ren can a  program  dan  
kegiatan di lingkungan  Dinas;

c. penyiapan b a h an  pem binaan  dan  pem berian  d u k u n g an  adm in istras i yang 
m eliputi k e ta ta u sa h a a n , kepegaw aian, h u k u m , keuangan , 
kerum ah tanggaan , kerja  sam a, h u b u n g a n  m asy arak a t, a rsip  dan 
dokum entasi di lingkungan  Dinas;

d. penyiapan b a h an  koordinasi, pem binaan  dan  p e n a taa n  organisasi dan 
ta ta  lak san a  di lingkungan  Dinas;

e. penyiapan b ah an  pengelolaan barang  m ilik /kekayaan  daerah  dan  
pelayanan pengadaan  b a ra n g /ja sa  di lingkungan Dinas; dan

f. penyiapan b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di lingkungan Dinas;
g. p e laksanaan  tugas ked inasan  lain yang d iberikan  oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tu g as dan  fungsinya.

Pasal 10

(1) S ek retaria t sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 7 ayat (1), terdiri a ta s  :

a. S ubbagian  Program ;
b. S ubbagian  K euangan; dan
c. Subbagian  U m um  dan  Kepegawaian.

(2) S ubbag ian -subbag ian  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), m asing- 
m asing dipim pin oleh seorang Kepala Subbagian  yang berada  dibaw ah 
dan  bertanggung  jaw ab  kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian  Program  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 10 ayat 1 h u ru f a 
m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan b ah an  p e ru m u san  kebijakan, 
koordinasi d an  p e n y u su n an  p e ren can aan  program  dan  kegiatan, evaluasi 
dan  pelaporan  di b idang program .



(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m eliputi:

a. m enyiapkan  b ah an  p eru m u san  kebijakan tekn is di bidang program ;
b. m enyiapkan  bahan  pengoordinasian  kebijakan tekn is di bidang 

program ;
c. m enyiapkan  b a h an  pengendalian  program  dan  kegiatan  di lingkungan 

Dinas;
d. m enyiapkan  b ah an  pengelolaan d a ta  dan  inform asi di bidang program ;
e. m enyiapkan  b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang program ; dan
f. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 12

(1) Subbagian  K euangan sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 10 ayat (1) 
h u ru f  b m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan b ah an  perum usan  
kebijakan koordinasi dan  p e lak san aan  kebijakan, p e m a n ta u a n , evaluasi 
serta  pe laporan  di b idang keuangan .

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di b idang keuangan;
b. m enyiapkan  b ah an  pengoordinasian  kebijakan tekn is di bidang 

keuangan ;
c. m enyiapkan  b a h an  verifikasi di lingkungan Dinas;
d. m enyiapkan  b a h an  pem b u k u an  dan  a k u n ta n s i di lingkungan D inas ;
e. m enyiapkan  b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di bidang keuangan ; dan
f. m elakukan  tugas ked inasan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 13

(1) Subbagian  U m um  dan  Kepegawaian sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 10
ayat (1) h u ru f  c m em punyai tugas m elakukan  penyiapan  b ah an  perum usan
kebijakan, koord inasi dan  p e lak san aan  kebijakan, p em an tau an , evaluasi
serta  pe laporan  di b idang um um  dan  kepegaw aian.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), meliputi:

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di b idang um um  dan 
kepegaw aian;

b. m enyiapkan  b a h an  pengoordinasian  p e lak san aan  keb ijakan  tekn is di 
bidang u m u m  dan  kepegaw aian;

c. m enyiapkan b a h an  pengelolaan k e ta ta u sa h a a n  di lingkungan  Dinas;
d. m enyiapkan b ah an  pengelolaan ru m ah tangga  dan  aset;
e. m enyiapkan b ah an  kerja  sam a dan  kehum asan ;
f. m enyiapkan b ah an  pengelolaan kearsipan  dan  dokum entasi;
g. m enyiapkan b ah an  p en a taan  organisasi, h u k u m  dan  pe laksanaan  

k e ta ta la k sa n a a n ;
h. m enyiapkan b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang um um  dan 

kepegaw aian; dan
i. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.



Bagian Keempat.
B idang Industri Agro

Pasal 14

(1) B idang Industri Agro, m eru p ak an  u n s u r  pe laksana  di b idang in d u stri agro 
berada  di baw ah dan  bertanggung  jaw ab  kepada Kepala D inas.

(2) Bidang In d u stri Agro dipim pin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

B idang In d u stri Agro se b ag a im a n a  d im ak su d  da lam  P asa l 14 ay a t (1) 
m em punyai tu g a s , m elaksanakan penyiapan p e ru m u s a n  k eb ijak an , 
koo rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , p e m a n ta u a n , ev a lu as i d an  
p e lap o ran  di b id an g  pengem bangan  sum ber daya m an u s ia  dan  inovasi 
industri agro, pengem bangan  sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  in d u stri agro, dan  
pengendalian  dan  inform asi in d u stri agro.

Pasal 16

Dalam m elak san ak an  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 15, Bidang 
Industri Agro, m elak san ak an  fungsi :

a. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di b idang pengem bangan  sum ber 
daya m an u sia  d an  inovasi in d u stri agro;

b. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di bidang pengem bangan  sa ran a  dan  
p ra sa ra n a  in d u stri agro;

c. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, koo rd in asi d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
pem an tau an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang pengendalian  dan  inform asi 
industri agro; dan

d. p e laksanaan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas d an  fungsinya.

Pasal 17

(1) B idang In d u stri Agro, terdiri a tas:

a. Seksi Pengem bangan S um ber Daya M anusia dan  Inovasi Industri Agro;
b. Seksi Pengem bangan S a ran a  dan  P ra sa ran a  Industri Agro; dan
c. Seksi Pengendalian  dan  Inform asi Industri Agro.

(2) Seksi-seksi sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m asing-m asing  
dipim pin oleh seorang Kepala Seksi yang berada  d ibaw ah dan 
bertanggung  jaw ab  kepada  B idang Industri Agro.

Pasal 18

(1) Seksi Pengem bangan S um ber Daya M anusia d an  Inovasi Industri Agro, 
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 17 ayat (1) h u ru f  a  m em punyai 
tugas, m elakukan  penyiapan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in a s i  d a n  
p e lak san aan  kebijakan, p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di bidang 
pengem bangan su m b er daya m an u sia  dan  inovasi in d u stri agro.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi:



a. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di bidang 
pengem bangan  su m b er daya m an u sia  dan  inovasi in d u stri agro;

b. m enyiapkan  b ah an  pengoordinasian  keb ijakan  tekn is di bidang 
pengem bangan  su m b er daya m an u sia  dan  inovasi in d u stri agro;

c. m enyiapkan  b a h an  bim bingan tekn is sum ber daya m an u sia  industri 
agro skala  Dae rah;

d. m enyiapkan  b ah an  pendam pingan  penerapan  pedom an ta ta  cara  
p roduksi in d u stri agro;

e. m enyiapkan b a h an  sertifikasi kom petensi tenaga kerja  industri agro 
skala D aerah;

f. m enyiapkan  b a h an  pem binaan  asosiasi in d u s tr i/d e w a n  industri agro 
skala  D aerah;

g. m enyiapkan  pem binaan  pen ingkatan  inovasi industri agro skala 
industri m enengah  dan  besar skala  D aerah;

h. m enyiapkan  b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang pengem bangan 
sum ber daya m an u sia  dan  inovasi in d u stri agro; dan

i. m elakukan  tugas ked inasan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan.

Pasal 19

(1) Seksi Pengem bangan S a ran a  dan  P ra sa ran a  Industri Agro, sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 17 ayat (1) h u ru f  b m em punyai tugas, m elakukan  
penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di b idang pengem bangan 
sa ran a  dan  p ra sa ra n a  in d u stri agro.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan bahan  p e ru m u san  kebijakan tekn is di bidang 
pengem bangan sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  in d u stri agro;

b. m enyiapkan b ah an  pengoordinasian  kebijakan tekn is di bidang 
pengem bangan  sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  in d u stri agro;

c. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi investasi in d u stri agro; ;
d. m enyiapkan b a h an  pengem bangan k las te r dan  se n tra  in d u stri agro;
e. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi ak ses b ah an  bak u  in d u stri agro;
f. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi ak ses pem biayaan bagi in d u stri agro;
g. m enyiapkan  b a h an  pengem bangan dan  penerapan  teknologi di bidang 

in d u stri agro;
h. m enyiapkan  b ah an  kem itraan  a n ta r  in d u stri se rta  sek tor ekonomi 

lainnya;
i. m enyiapkan b ah an  prom osi p roduk  in d u stri unggu lan  agro skala 

D aerah;
j. m enyiapkan b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang pengem bangan 

sa ran a  d an  p ra sa ra n a  in d u stri agro; dan
k. m elakukan  tu g as ked inasan  lain yang diberikan  oleh pim pinan.

Pasal 20

(1) Seksi Pengendalian  d an  Inform asi Industri Agro, sebagaim ana  d im aksud  
dalam  Pasal 17 ayat (1) h u ru f  c m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan 
b ah an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di b idang pengendalian  dan  
inform asi in d u s tri agro.



(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  keb ijakan  tekn is di bidang 
pengendalian  d an  inform asi in d u stri agro;

b. m enyiapkan  b a h an  pengoordinasian  keb ijakan  tekn is di bidang 
pengendalian  d an  inform asi in d u stri agro;

c. m enyiapkan  b a h an  p en d a taan  dan  p en y u su n an  inform asi potensi 
in d u stri agro;

d. m enyiapkan b ah an  reg istrasi dan  verifikasi m esin pelin ting rokok;
e. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi pengem bangan industri hijau;
f. m enyiapkan b ah an  pengelolaan sistem  inform asi p roduksi industri 

agro;
g. m enyiapkan  b ah an  m onitoring dan  pengaw asan s ta n d a r  produk 

in d u stri agro;
h. m enyiapkan b ah an  rekom endasi tekn is perizinan  in d u stri agro skala 

in d u stri m enengah  dan  besar; dan
i. m enyiapkan  b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang pengendalian  

dan  inform asi in d u s tri agro; dan
j. m elakukan  tu g as  k ed in asan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan.

Bagian Kelima 
B idang Industri Non Agro

Pasal 21

(1) Bidang Industri Non Agro, m eru p ak an  u n s u r  p e laksana  di bidang Industri 
Non Agro, b e rada  di baw ah dan  bertanggung  jaw ab  kepada Kepala Dinas.

(2) B idang In d u stri Non Agro dipim pin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Industri Non Agro se b ag a im a n a  d im a k su d  d a lam  P asa l 21 ay a t (1) 
m em punyai tu g a s , m elaksanakan perum usan  konsep/penyiapan p e ru m u sa n  
k eb ijak an , k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , p em an tau an , evaluasi 
d an  p e lap o ran  di b id an g  pengem bangan sum ber daya m an u sia , kreativ itas 
dan  inovasi in d u stri non agro, pengem bangan sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  industri 
non agro, pengendalian  dan  inform asi in d u stri non agro.

Pasal 23

Dalam m elaksanakan  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 22, Bidang
Industri Non Agro, m elak san ak an  fungsi :

a. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an  evaluasi d an  pelaporan  di bidang Pengem bangan sum ber daya 
m anusia , k rea tiv itas dan  inovasi in d u stri non agro;

b. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an  evaluasi dan  pelaporan  di bidang pengem bangan sa ran a  dan  
p ra sa ra n a  in d u stri non  agro;

c. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang pengendalian  dan  inform asi 
industri non agro; dan



d. p e lak san aan  tu g as  ked in asan  lain yang d iberikan  oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas dan  fungsinya.

Pasal 24

(1) B idang In d u stri Non Agro, terdiri a ta s  :

a. Seksi Pengem bangan S um ber Daya M anusia, K reativitas dan  Inovasi
Industri Non Agro;

b. Seksi Pengem bangan S a ran a  dan  P ra sa ran a  Industri Non Agro; dan
c. Seksi Pengendalian  d an  Inform asi Industri Non Agro.

(2) Seksi-seksi sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m asing-m asing  dipim pin 
oleh seorang Kepala Seksi yang berada  dibaw ah dan  bertanggung  jaw ab 
kepada Kepala B idang Industri Non Agro.

Pasal 25

(1) Seksi Pengem bangan Sum ber Daya M anusia, K reativitas dan  Inovasi 
Industri Non Agro, sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 24 ayat (1) h u ru f  a 
m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan b ah an  p e ru m u san  kebijakan, 
k o o rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , p e m an tau an , evaluasi dan  
pelaporan  di b idang Pengem bangan S um ber Daya M anusia, Kreativitas 
dan  Inovasi In d u stri Non Agro.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di bidang 
pengem bangan  sum ber daya m anusia , kreativ itas d an  inovasi industri 
non agro;

b. m enyiapkan  b a h an  pengoordinasian  keb ijakan  tekn is di bidang 
pengem bangan  sum ber daya m anusia , k reativ itas dan  inovasi industri 
non agro;

c. m enyiapkan  b ah an  bim bingan tekn is sum ber daya m an u s ia  industri 
non agro skala  provinsi;

d. m enyiapkan  b a h an  pendam pingan  spesifikasi tekn is in d u stri non agro 
skala  D aerah;

e. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi sertifikasi kom petensi tenaga kerja 
in d u stri non agro skala  D aerah;

f. m enyiapkan  b ah an  pem binaan  asosiasi in d u s tr i/d e w a n  industri non 
agro ska la  D aerah;

g. m enyiapkan b ah an  pem binaan  pen ingkatan  inovasi in d u stri non agro 
skala  D aerah;

h. m enyiapkan b ah an  pem binaan  kom un itas industri k reatif skala 
in d u stri m enengah  dan  besar;

i. m enyiapkan b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang pengem bangan 
sum ber daya m an u sia , kreativ itas dan  inovasi in d u stri non agro; dan

j. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan.

Pasal 26

(1) Seksi Pengem bangan S a ran a  dan  P ra sa ran a  In d u stri Non Agro, 
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 24 ayat (1) h u ru f  b m em punyai tugas, 
m elakukan  penyiapan  b ah an  p eru m u san  kebijakan, k o o rd in as i dan  
p e la k sa n a a n  k e b ija k an , p em an tau an  evaluasi dan  pelaporan  di bidang



pengem bangan sa ra n a  d an  p ra sa ra n a  in d u stri non agro.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di bidang 
pengem bangan  sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  in d u stri non agro;

b. m enyiapkan  b ah an  pengoordinasian  kebijakan tekn is di bidang 
pengem bangan sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  industri non agro;

c. m enyiapkan b ah an  fasilitasi investasi industri non agro skala provinsi;
d. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi pengem bangan perw ilayahan industri 

skala Daerah;
e. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi pengem bangan k las te r dan  sen tra  industri 

non agro skala Daerah;
f. m enyiapkan  b ah an  D aerah fasilitasi ak ses b ah an  baku  industri non 

agro skala Daerah;
g. m enyiapkan  b ah an  pengem bangan in k u b ato r in d u stri kreatif skala 

Daerah;
h. m enyiapkan  b a h a n  fasilitasi ak ses perm odalan  bagi in d u stri non agro 

skala Daerah;
i. m enyiapkan  b a h an  pengem bangan dan  penerapan  teknologi di bidang 

in d u stri non agro skala Daerah;
j. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi kem itraan  a n ta r  in d u stri se rta  sektor 

ekonom i lainnya skala Daerah;
k. m enyiapkan  b ah an  prom osi produk  in d u stri unggu lan  non agro 

provinsi ska la  in d u stri m enengah dan  besar;
l. m enyiapkan b ah an  dan  m elakukan  evaluasi dan  pelaporan di bidang 

pengem bangan sa ra n a  dan  p ra sa ra n a  industri non agro; dan
m. m elakukan  tugas ked inasan  lain yang d iberikan  oleh p im pinan.

Pasal 27

(1) Seksi Pengendalian  D an Inform asi Industri Non Agro, sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 24 ayat (1) h u ru f  c m em punyai tugas, m elakukan  
penyiapan b a h an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , p em an tau an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang pengendalian  
dan  inform asi in d u stri non agro.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m eliputi:

a. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di bidang 
pengendalian  dan  inform asi industri non agro;

b. m enyiapkan b ah an  pengoordinasian  bidang pengendalian  dan  
inform asi in d u stri non agro;

c. m enyiapkan  b ah an  p en y u su n an  inform asi potensi in d u stri non agro 
skala  provinsi;

d. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi pengem bangan in d u stri h ijau  non agro 
skala  provinsi;

e. m enyiapkan b a h an  pengelolaan sistem  inform asi p roduksi in d u stri non 
agro ska la  D aerah;

f. m enyiapkan  b ah an  m onitoring dan  pengaw asan  s ta n d a r  produk 
industri non agro ska la  D aerah;

g. m enyiapkan b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang pengendalian  dan  
inform asi in d u stri non agro; dan

h. m elakukan  tu g as ked inasan  lain yang diberikan oleh pim pinan.



Bagian Keenam
Bidang Perdagangan Dalam  Negeri 

Pasal 28

(1) B idang Perdagangan Dalam  Negeri, m erupakan  u n s u r  p e lak san a  di bidang 
perdagangan  dalam  negeri, berada  dibaw ah dan  bertanggung  jaw ab 
kepada Kepala D inas.

(2) Bidang Perdagangan  Dalam  Negeri dipim pin oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

B idang Perdagangan Dalam  Negeri se b ag a im a n a  d im a k su d  d a lam  P asa l 28 
ay a t (1) m em punyai tugas m elaksanakan p e n y iap an  p e ru m u s a n  k eb ijak an , 
koo rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , p e m a n ta u a n  ev a lu as i se rta  
p e lap o ran  b id an g  d istribusi dan  logistik, prom osi dan  inform asi p a sa r dan  
pengem bangan p a sa r  d an  u sa h a  dagang kecil m enengah.

Pasal 30

Dalam m elaksanakan  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 29, Bidang 
Perdagangan D alam  Negeri, m elaksanakan  fungsi :

a. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an ,
p em an tau an , evaluasi d an  pelaporan  di b idang d istribusi dan  logistik;

b. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di b idang prom osi dan  
inform asi pasar;

c. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  
k eb ijak an , p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di b idang pengem bangan 
p a sa r dan  u s a h a  dagang kecil m enengah; dan

d. p e lak san aan  tu g as ked inasan  lain yang d iberikan  oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan  tu g as dan  fungsinya.

Pasal 31

(1) EBidang Perdagangan Dalam  Negeri, terdiri a ta s  :

a. Seksi D istribusi d an  Logistik;
b. Seksi Prom osi d an  Inform asi Pasar; dan
c. Seksi Pengem bangan P asar dan  U saha D agang Kecil M enengah.

(2) Seksi-seksi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) di a ta s , m asing-m asing  
dipim pin oleh seorang  Kepala Seksi yang berada  d ibaw ah dan  bertanggung 
jaw ab kepada  Kepala B idang Perdagangan D alam  Negeri.

Pasal 32

(1) Seksi D istribusi D an Logistik, sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 31 ayat 
(1) h u ru f  a  m em punyai tugas m elakukan  penyiapan b ah an  p e rum usan  
kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , p em an tau an , evaluasi 
dan  pelaporan  di b idang d istribusi dan  logistik.



(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan  b ah an  p eru m u san  kebijakan di b idang d istribusi dan  
logistik;

b. m enyiapkan  b ah an  pengoordinasian  p e lak san aan  kebijakan di bidang 
d istribusi dan  logistik;

c. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi p a sa r lelang kom oditas agro skala  D aerah;
d. m enyiapkan  b a h an  p e lak san aan  sistem  resi gudang  di D aerah;
e. m enyiapkan  b ah an  pem etaan  ja ringan  d istribusi ba ran g  k eb u tu h an  

pokok dan  barang  penting;
f. m enyiapkan  b a h an  pengelolaan d a ta  S u ra t Izin U saha  Perdagangan, 

T anda D aftar Perdagangan dan  T anda D aftar G udang;
g. m enyiapkan  b a h an  penerb itan  rekom endasi S u ra t Izin U saha 

Perdagangan  M inum an Beralkohol d an  b ah an  berbahaya;
h. m enyiapkan  b ah an  p en d a taan  dan  pem binaan  b idang ja s a  d istribusi;
i. m enyiapkan  b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang  d istribusi dan  

logistik; dan
j. m elakukan  tu g as ked inasan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 33

(1) Seksi Promosi dan  Inform asi Pasar, sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 31 
ayat (1) h u ru f  b m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  b ah an  
p e ru m u san  kebijakan , k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di b idang prom osi dan  inform asi 
pasar.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan  b ah an  p eru m u san  kebijakan tekn is di b idang prom osi dan  
inform asi pasar;

b. m enyiapkan  b ah an  pengoordinasian  keb ijakan  tekn is di b idang prom osi 
dan  inform asi pasar;

c. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi prom osi tingkat regional dan  nasional;
d. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi ak ses p a sa r tingkat regional dan  nasional;
e. m enyiapkan  b ah an  p a m a n tau a n /m o n ito rin g  harga  dan  stok k eb u tu h an  

pokok m asy arak a t dan  barang  penting  di D aerah;
f. m enyiapkan  b ah an  pengelolaan sistem  inform asi harga  dan  stok 

k e b u tu h a n  pokok d an  barang  penting;
g. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi stab ilisasi h a rga  p a sa r m u rah  dan  operasi 

pasar;
h. m enyiapkan  b a h a n  pengaw asan  p u p u k  bersubsid i dalam  pengadaan  

dan  penyalu ran  di tingkat d is tribu to r dan  pengecer ska la  D aerah;
i. m enyiapkan  b a h an  pem binaan  m anajem en d istribusi p u p u k  di tingkat 

d istribu to r dan  pengecer ska la  D aerah;
j. m enyiapkan  b ah an  penerb itan  rekom endasi pedagang gula a n ta r  pu lau  

terdaftar;
k. m enyiapkan  b ah an  p e rse tu ju an  perdagangan  gula rafinasi a n ta r  pulau;
l. m enyiapkan  b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang prom osi dan  

inform asi pasar; dan
m. m elakukan  tugas ked inasan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.



Pasal 34

(1) Seksi Pengem bangan P asar dan  U saha D agang Kecil M enengah, 
sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 31 ayat (1) h u ru f  c m em punyai tugas, 
m elakukan  peny iapan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan, koordinasi dan  
p e laksanaan  kebijakan , p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di bidang 
pengem bangan p a sa r  dan  u sa h a  dagang kecil m enengah.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di bidang 
pengem bangan  p a sa r  dan  u sa h a  dagang kecil m enengah;

b. m enyiapkan  b a h an  pengoordinasian  keb ijakan  tekn is bidang 
pengem bangan  p a sa r  dan  u sa h a  dagang kecil m enengah;

c. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi u sa h a  dagang kecil d an  m enengah  dan toko 
m odern ska la  D aerah;

d. m enyiapkan  b ah an  pengelolaan sistem  inform asi p a sa r  rakya t dan  toko 
m odern ska la  D aerah;

e. m enyiapkan  b ah an  kem itraan  dan  pengem bangan  ak ses p a sa r  u sa h a  
dagang kecil m enengah  skala  D aerah;

f. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi s tan d arisasi p a sa r  rakyat skala  D aerah;
g. m enyiapkan b ah an  pem binaan , pengaw asan  dan  m onitoring p asa r 

rakyat;
h. m enyiapkan  b ah an  pengadaan  p u sa t perbelan jaan  dan  toko m odern 

skala  D aerah;
i. m enyiapkan  b ah an  rekom endasi tekn is revitalisasi p a sa r rakyat skala 

D aerah;
j. m enyiapkan  b ah an  pen ingkatan  k u a litas  su m b er daya m an u sia  pelaku 

p a sa r rak y a t ska la  D aerah;
k. m enyiapkan  b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang pengem bangan 

p a sa r d an  u s a h a  dagang kecil m enengah; dan
l. m elakukan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Perdagangan Luar Negeri 

Pasal 35

(1) B idang Perdagangan  Luar Negeri, m erupakan  u n s u r  p e lak san a  di bidang 
perdagangan  lu a r negeri, b e rada  di baw ah dan bertanggung  jaw ab  kepada 
Kepala D inas.

(2) B idang Perdagangan Luar Negeri, dipim pin oleh Kepala Bidang.

Pasal 36

B idang Perdagangan Luar Negeri se b ag a im a n a  d im a k su d  d a lam  P asa l 35 ay a t 
(1) m em p u n y a i tu g a s  m elaksanakan penyiapan p e ru m u s a n  k eb ijak an , 
koo rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , p em an tau an , e v a lu as i d an  p e lap o ran  
di b id an g  ekspor dan  im por, promosi dan kerjasam a luar negeri, dan  inform asi 
dan  analisa  pasar.

Pasal 37

Dalam m elak san ak an  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 35, B idang 
Perdagangan Luar Negeri, m elaksanakan  fungsi :



a. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di b idang ekspor d an  impor;

b. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, koo rd in asi dan  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di b idang prom osi dan  kerjasam a luar 
negeri; dan

c. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in asi d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an , evaluasi d an  pelaporan  di bidang inform asi d an  ana lisa  pasar.

d. p e lak san aan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas d an  fungsinya.

Pasal 38

(1) Bidang Perdagangan  L uar Negeri, terdiri a ta s  :

a. Seksi E kspor dan  Impor;
b. Seksi Promosi dan  Kerjasama Perdagangan Luar Negeri; dan
c. Seksi Inform asi dan  Analisa Pasar.

(2) Seksi-seksi sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m asing-m asing  dipim pin 
oleh seorang Kepala Seksi yang berada  dibaw ah dan bertanggung  jaw ab 
kepada Kepala B idang Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 39

(1) Seksi E kspor dan  Im por, sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 38 ayat (1) 
h u ru f  a  m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  b ah an  p e ru m u san  
kebijakan, koord inasi d an  p e lak san aan  kebijakan, p em an tau an , evaluasi 
dan  pelaporan  di b idang  ekspor dan  impor.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di b idang ekspor dan  
impor;

b. m enyiapkan  b ah an  pengoordinasian  kebijakan tekn is di bidang ekspor 
dan  impor;

c. m enyiapkan  b ah an  pem berian  inform asi keb ijakan  ekspor dan  im por 
bagi eksportir m au p u n  im porter;

d. m enyiapkan  b ah an  pengelolaan sistem  inform asi ekspor dan  impor;
e. m enyiapkan  b ah an  pem binaan  p rosedur ekspor dan  impor;
f. m enyiapkan  b ah an  verifikasi p roses ekspor dan impor;
g. m enyiapkan  b a h an  pengelolaan S u ra t K eterangan Asal u n tu k  barang  

ekspor Indonesia;
h. m enyiapkan  b a h an  pengelolaan S u ra t P e rse tu ju an  E kspor Kopi dan  

rekom endasi pengajuan  eksportir kopi sem en tara  (eks);
i. m enyiapkan  b ah an  pengelolaan verifikasi S u ra t K eterangan Asal dari 

negara  tu ju a n  e k sp o r/ im porter.
j. m enyiapkan  b a h a n  evaluasi dan  pelaporan  di b idang ekspor dan  impor; 

dan
k. m elakukan  tugas ked inasan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 40

(1) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 38 ayat (1) h u ru f  b m em punyai tugas m elakukan  
penyiapan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n



k eb ijak an , p e m an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di b idang promosi dan 
kerjasam a perdagangan Luar Negeri.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan  b ah an  p eru m u san  kebijakan tekn is di b idang promosi dan 
kerjasam a perdagangan luar negeri;

b. m enyiapkan  b ah an  pengoordinasian  kebijakan tekn is di bidang prom osi 
dan  kerjasam a perdagangan  lu ar negeri;

c. m enyiapkan  b a h an  pem berian  Inform asi prom osi d an  kerjasam a Luar 
Negeri;

d. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi Prom osi P roduk dan  C itra Skala 
In ternasional lin tas k a b /k o ta ;

e. m enyiapkan  b a h an  penilaian k inerja  pelaku  eksporm  fasilitasi akses 
p a sa r  p roduk  ekspor;

f. m enyiapkan  b ah an  bim bingan tekn is prom osi lu a r negeri lin tas 
k a b /k o ta ;

g. m enyiapkan  b ah an  kerjasam a In ternational Trade Promotion Center, 
a ta se  perdagangan  dan  perw akilan dagang lu a r negeri lainnya.

h. m enyiapkan  b ah an  evaluasi dan  pelaporan di b idang prom osi dan  
kerjasam a perdagangan  luar negeri; dan

i. m elakukan  tugas ked inasan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 41

(1) Seksi Inform asi d an  A nalisa P asar sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 38 
ayat (1) h u ru f  c m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  b ah an  p eru m u san  
kebijakan, k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k e b ija k an , p em an tau an , evaluasi 
dan  pelaporan  di b idang inform asi dan  analisis pasar.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di b idang inform asi dan  
ana lisa  pasar;

b. m enyiapkan  b a h an  pengoordinasian  kebijakan tekn is di bidang 
inform asi d an  an a lisa  pasar;

c. m enyediakan  d a ta  dan  inform asi kom oditi ekspor dan  im por skala  
Dae rah;

d. m enyiapkan  b ah an  penyediaan inform asi kebijakan p asa r tu ju a n  ekspor;
e. m enyiapkan  b a h an  analisis perkem bangan  ekspor dan  im por D aerah;
f. m enyiapkan  b a h an  analisis p roduk  potensial ekspor;
g. m enyiapkan  b a h an  analisis peluang p a sa r  tu ju a n  ekspor;
h. m enyiapkan  b a h an  pengelolaan d a tab ase  eksportir, im portir dan  pembeli 

potensial;
i. m enyiapkan  b a h an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang inform asi dan  

an a lisa  pasar; dan
j. m elakukan  tu g as ked inasan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Bagian Kedelapan
Bidang S tan d arisasi dan  Perlindungan K onsum en

Pasal 42

(1) B idang S tan d arisa s i dan  Perlindungan K onsum en, m erupakan  u n su r  
p e laksana  di b idang s ta n d arisa s i dan  perlindungan  konsum en  berada  di 
baw ah d an  bertanggung  jaw ab  kepada Kepala D inas.



(2) Bidang S tan d arisasi D an Perlindungan K onsum en dipim pin oleh Kepala 
Bidang.

Pa sal 43

B idang S tan d arisasi D an Perlindungan K onsum en se b a g a im a n a  d im ak su d  
da lam  P asa l 42 a y a t (1) m em p u n y a i tu g as , m elaksanakan penyiapan 
p e ru m u sa n  k eb ija k an , k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an , e v a lu as i d a n  p e lap o ran  di b id an g  perlindungan  konsum en , 
tertib  niaga, d an  s ta n d arisa s i industri.

Pasal 44

Dalam  m elak san ak an  tu g as sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 43, B idang 
S tandarisasi d an  P erlindungan  K onsum en, m elaksanakan  fungsi :

a. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, koo rd in asi d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan di bidang perlindungan  konsum en;

b. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, koo rd in asi d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an , evaluasi d an  pelaporan  di b idang tertib  niaga;

c. penyiapan p e ru m u san  kebijakan, k o o rd in asi d a n  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , 
p em an tau an , evaluasi d an  pelaporan  di b idang s ta n d arisa s i industri; dan

d. p e lak san aan  tu g as ked in asan  lain yang d iberikan  oleh Kepala Dinas sesuai 
dengan tugas d an  fungsinya.

Pasal 45

(1) B idang S tan d arisa s i dan  Perlindungan K onsum en, terdiri a ta s  :

a. Seksi P erlindungan  K onsum en;
b. Seksi Tertib Niaga; dan
c. Seksi S tan d arisas i Industri.

(2) Seksi-seksi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1), m asing-m asing  dipim pin 
oleh seorang  Kepala Seksi yang berada  dibaw ah dan  bertanggung jaw ab 
kepada  Kepala B idang S tan d arisasi d an  Perlindungan  K onsum en.

Pasal 46

(1) Seksi Perlindungan  K onsum en, sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 45 
ayat (1) h u ru f  a  m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan b ah an  
p e ru m u san  kebijakan , k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  keb ijakan , 
p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di b idang perlindungan  konsum en.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di bidang 
perlindungan  konsum en;

b. m enyiapkan  b ah an  pengoordinasian  keb ijakan  tekn is di bidang 
perlindungan  konsum en;

c. m enyiapkan  b a h an  analisis keberdayaan  konsum en;
d. m enyiapkan  b a h an  inform asi perlindungan  konsum en;
e. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi B adan Penyelesaian Sengketa K onsum en 

dan  Lem baga P erlindungan  K onsum en Sw adaya M asyarakat;
f. m enyiapkan  b ah an  pengaw asan barang  beredar s ta n d a r  nasional



Indonesia, label barang , m anua l pe tun juk  penggunaan , k a rtu  garansi 
b e rb ah asa  Indonesia  dan  ja s a  skala  provinsi;

g. m enyiapkan  b ah an  analisis k a su s  dan  pen indakan  hukum .;
h. m enyiapkan  b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang  perlindungan  

konsum en; dan
i. m elakukan  tu g as ked inasan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 47

(1) Seksi Tertib Niaga, sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 45 ayat (1) h u ru f  b
m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  b a h an  p e ru m u san  kebijakan,
k o o rd in as i d an  p e la k sa n a a n  k eb ijak an , p em an tau an  evaluasi dan
pelaporan  di b idang tertib  niaga.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di b idang tertib  niaga;
b. m enyiapkan  b ah an  pengoordinasian  keb ijakan  tekn is di b idang tertib  

niaga;
c. m enyiapkan  b a h an  pengaw asan dan  penertiban  perijinan  u sa h a  

perdagangan  dalam  dan  lu ar negeri;
d. m enyiapkan  b a h an  pengaw asan  keg iatan  d is trib u si barang  pokok, 

ba ran g  pen ting  dan  barang  yang d ia tu r, se rta  kegiatan  perdagangan  
lainnya;

e. m enyiapkan  b a h an  pengaw asan ba ran g  asp ek  keam anan , 
kese lam atan , k e seh a tan  dan  lingkungan h idup  ska la  D aerah;

f. m enyiapkan  b ah an  analisis k a su s  dan  p en indakan  hukum ;
g. m enyiapkan  b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang tertib  niaga; dan
h. m elakukan  tu g as ked inasan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 48

(1) Seksi S tan d arisa s i Industri, sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 45 ayat
(1) h u ru f  c m em punyai tugas, m elakukan  penyiapan  b ah an  p eru m u san
kebijakan, k o o rd in as i d a n  p e la k sa n a a n  k e b ija k an , p em an tau an , evaluasi
dan  pelaporan  di b idang s tan d arisa s i industri.

(2) Tugas sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1), m eliputi :

a. m enyiapkan  b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is di b idang s tan d arisasi 
industri;

b. m enyiapkan  b a h a n  pengoordinasian  kebijakan tekn is di bidang 
s tan d arisa s i industri;

c. m enyiapkan b ah an  s ta n d a r  kom petensi kerja nasional indonesia;
d. m enyiapkan b a h an  bim bingan tekn is dan  supervisi penerapan  

m anajem an  m u tu , s ta n d a r  barang  dan  ja sa  se rta  hak  kekayaan 
in telektual;

e. m enyiapkan  b ah an  fasilitasi sertifikasi s ta n d a r  p roduk  yang 
diw ajibkan d an  in d u stri prioritas;

f. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi sertifikasi m anajem en m u tu  bagi industri;
g. m enyiapkan  b a h an  fasilitasi h ak  kekayaan  in te lek tual p roduk  industri 

prioritas.
h. m enyiapkan  b ah an  evaluasi dan  pelaporan  di b idang s tan d arisas i 

industri; dan
i. m elakukan  tugas ked inasan  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.



Bagian Kesembilan 
UPT

Pasal 49

(1) U ntuk  m elaksanakan tugas tekn is operasional d a n /a ta u  tugas teknis 
penun jang  te r te n tu  di lingkungan D inas d ap a t d ib en tu k  UPT Dinas.

(2) UPT D inas sebagaim ana  d im aksud  ayat (1), dipim pin oleh Kepala UPT 
D inas yang berada  di baw ah dan  bertanggungjaw ab kepada  Kepala D inas.

Pasal 50

Pem bentukan , T ugas d an  Fungsi, Je n is  dan  Klasifikasi se rta  T ata Kerja UPT 
D inas sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 49 ayat (1) d ia tu r lebih lan ju t 
dengan P e ra tu ran  G ubernur.

Bagian Kesepuluh 
Kelompok J a b a ta n  Fungsional

Pasal 51

Kelompok J a b a ta n  Fungsional pada  lingkungan D inas d ite tapkan  sesuai 
dengan k e b u tu h a n  d an  m em punyai tugas m elakukan  keg iatan  sesua i ja b a ta n  
fungsional m asing-m asing  sesua i dengan p e ra tu ran  p e ru n d ang -undangan .

Pasal 52

(1) Kelompok Ja b a ta n  Fungsional terdiri dari sejum lah tenaga fungsional yang 
terbagi dalam  kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jum lah  Ja b a ta n  Fungsional sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
d iten tukan berdasarkan  kebu tuhan  dan beban keija .

(3) Jen is dan jenjang Ja b a ta n  Fungsional sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), 
d iatur sesuai pera tu ran  perundang-undangan.

(4) Pem binaan terhadap Jab a ta n  Fungsional sebagaim ana dim aksud ayat (1), 
dilakukan sesuai dengan pera tu ran  perundang-undangan.

(5) U ntuk m em enuhi kebu tuhan  Jab a ta n  Fungsional sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertam a, perpindahan 
jabatan , dan  penyesuaian sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang- 
undangan.

(6) Pelaksanaan tugas Jab a tan  Fungsional dikoordinasikan oleh Ketua 
Kelompok Ja b a ta n  Fungsional sesuai dengan rum pun jaba tan  masing- 
masing.

(7) Pelaksanaan penilaian prestasi keija Ja b a ta n  Fungsional sesuai ketentuan 
peraturan  perundang-undangan.

(8) Pelaksanaan tugas Ja b a ta n  Fungsional dan pola hubungan  kerja jabatan  
fungsional sebagaim ana dim aksud ayat (1) d ia tu r lebih lan ju t dengan 
Peraturan Kepala Dinas.



BAB IV 
TATA KERJA

Pasal 53

Kepala D inas m enyam paikan  laporan  kepada G u b ern u r m engenai hasil 
p e laksanaan  u ru sa n  p em erin tahan  di b idang p e rin d u s trian  dan  perdagangan  
secara  berkala  a ta u  sew ak tu -w ak tu  sesuai k eb u tu h an .

Pasal 54

Dinas m en y u su n  analisis  ja b a tan , pe ta  ja b a ta n , analisis beban kerja, dan  
u ra ian  tugas te rh ad ap  se lu ru h  ja b a ta n  di lingkungan D inas.

Pasal 55

Setiap u n s u r  di lingkungan  D inas dalam  m elaksanakan  tu g asn y a  m enerapkan  
prinsip  koordinasi, in tegrasi, d an  sinkron isasi baik  dalam  lingkungan D inas 
m au p u n  dalam  h u b u n g a n  a n ta r  in stan s i pem erin tah  baik  d aerah  m au p u n  
pusat.

Pasal 56

Setiap p im pinan  u n it o rgan isasi di lingkungan D inas h a ru s  m enerapkan  
Sistem  Pengendalian  In tern  Pem erin tah  di lingkungan m asing-m asing  u n tu k  
m ew ujudkan te rlak san an y a  m ekanism e ak u n tab ilita s  publik  melalui 
p en y u su n an  p e ren can aan , p e laksanaan , dan  pelaporan  kinerja yang 
terin tegrasi.

Pasal 57

Setiap p im pinan  u n it organisasi di lingkungan D inas bertanggung  jaw ab 
m em im pin dan  m engkoord inasikan  baw ahan  m asing-m asing  dan  m em berikan 
pengarahan  se rta  p e tu n ju k  bagi p e lak san aan  tu g as baw ahan .

Pasal 58

Setiap p im pinan  u n it o rganisasi di lingkungan  D inas m engawasi 
p e laksanaan  tu g as baw ahannya  m asing-m asing  dan  apab ila  terjadi 
penyim pangan wajib m engam bil langkah-langkah  yang d iperlukan  sesuai 
dengan k e te n tu an  p e ra tu ran  p e rundang -undangan .

Pasal 59

Setiap p im pinan  u n it o rgan isasi di lingkungan D inas h a ru s  m engikuti dan  
m em atuh i p e tu n ju k  se rta  bertanggung  jaw ab  p ad a  a ta sa n  m asing-m asing  dan  
m enyam paikan  laporan  sesua i dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  perundang- 
u n d an g an  .
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BAB V
KEPEGAWAIAN 

Pasal 60

(1) J a b a ta n  Kepala D inas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, 
Kepala Seksi, d an  K etua Kelompok Ja b a ta n  Fungsional di lingkungan 
D inas d iangkat dan  d iberhen tikan  oleh Pejabat yang berw enang sesuai 
dengan p e ra tu ra n  p e ru n d ang -undangan .

(2) Selain J a b a ta n  Kepala D inas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian  d an  Kepala Seksi se rta  J a b a ta n  Fungsional pada  D inas 
te rd ap a t ja b a ta n  pelaksana.

(3) Ju m la h  d an  jen is  ja b a ta n  pe laksana  dan  ja b a ta n  fungsional sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (2) d iten tu k an  b e rd asa rk an  analisis  ja b a ta n  dan  
analisis beban  kerja  dari setiap  fungsi penyelenggaraan  U rusan  
P em erin tahan  b idang p erin d u s trian  dan  perdagangan .

(4) P e laksanaan  analisis  ja b a ta n  d an  analisis beban  kerja  sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (3) d ilakukan  secara  bertahap .

BAB VI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 61

(1) Dalam  m elak san ak an  U rusan  Pem erin tahan  d an  tugas p em b an tu an  di 
b idang p e rin d u s trian  dan  bidang perdagangan , h u b u n g a n  Perangkat 
D aerah  provinsi d an  Perangkat D aerah  k a b u p a ten  / kota  bersifat 
koordinatif d an  fungsional u n tu k  sink ron isasi p e lak san aan  tugas dan  
fungsi m asing-m asing .

(2) S inkron isasi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) m eliputi :

a. sink ron isasi data ;
b. s ink ron isasi sa sa ra n  d an  program ; dan
c. s ink ron isasi w ak tu  dan  tem pat kegiatan.

(3) S tru k tu r  O rganisasi D inas sebagaim ana te rcan tu m  dalam  Lam piran 
m eru p ak an  bagian  yang tidak  te rp isah k an  dari P e ra tu ran  G u b ern u r ini

Pasal 62

Dalam  hal Perangkat G u b ern u r selaku wakil Pem erin tah  P usa t belum  
terben tuk , pem binaan  dan  pengaw asan  p e lak san aan  u ru sa n  pem erin tahan  
bidang p e rin d u s trian  d an  perdagangan  yang m enjadi kew enangan pem erin tah  
k a b u p a te n /k o ta  d ilak u k an  oleh G ubernu r sebagai wakil Pem erin tah  P usat 
d iban tu  oleh P erangkat D aerah  yang m elak san ak an  u ru s a n  pem erin tahan  di 
bidang p e rin d u s trian  d an  perdagangan.

Pasal 63

Dinas disam ping m elaksanakan u ru san  pem erintahan desentralisasi dan Tugas 
Pem bantuan, dapat m elaksanakan u ru san  pem erintahan dekonsentrasi sesuai 
dengan keten tuan  peraturan  perundang-undangan.

/L



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada sa a t P e ra tu ran  G u b e rn u r ini m ulai berlaku , pe jabat d iangkat di lingkup 
D inas P erin d u strian  d an  Perdagangan b e rd asa rk an  P e ra tu ran  G u b ern u r Jaw a  
Tengah Nomor 69 T ahun  2008 ten tang  P en jabaran  Tugas Pokok, Fungsi dan  
Tata Kerja D inas P e rin d u sttrian  D an Perdagangan Provinsi Ja w a  Tengah, te tap  
m elaksanakan  tu g as d an  fungsinya sam pai dengan  d iangka t pe jabat b a ru  
b e rd asa rk an  P e ra tu ran  G ub ern u r ini.

Pasal 65

P elaksanaan  tu g as dan  fungsi perangkat daerah , sebagaim ana  d ia tu r dalam  
P era tu ran  G u b e rn u r ini d ilak sanakan  m ulai tanggal 1 J a n u a r i  2017.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Pada saa t Peraturan  G ubernur ini m ulai berlaku, m aka P e ra tu ran  G ubernu r 
Jaw a  T engah Nomor 69 T ahun  2008 ten tan g  P en jabaran  Tugas Pokok, 
Fungsi dan  T ata  Kerja D inas P erindustrian  D an Perdagangan Provinsi 
Jaw a  Tengah d icab u t d an  d inyatakan  tidak  berlaku.

(2) Sem ua k e te n tu an  yang m engatu r m engenai k ed u d u k an , su su n a n  
organisasi, p e lak san aan  tugas dan  fungsi se rta  ta ta  kerja  D inas wajib 
m en d asa rk an  d an  m enyesuaikan  p en g a tu ran n y a  dengan P era tu ran  
G ubernu r ini.

Pasal 67

Peraturan G ubernur ini m ulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sem ua orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan 
G ubernur ini dalam  Berita D aerah Provinsi Jaw a Tengah.

D iundangkan di Sem arang' • 6i'°Hu*um 
pada tanggal 15 Desem'ber 2©1 6
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